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MODUL 6

A. Kemampuan Akhir Yang Diharapkan

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan mahasiswa mampu
menguraikan berbagai pendekatan (model) analisis kebijakan. Pada bagian ini
akan dibagi menjadi beberapa subbagian:

1. Proses Kebijakan Publik

2. Bentuk-bentuk Analisis Kebijakan

B. Uraian dan Contoh

1. Proses Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan suatu rangkaian alternatif yang siap dipilih
berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Kebijakan merupakan suatu hasil analisis
yang mendalam terhadap berbagai alternative yang bermuara kepada keputusan
tentang alternative terbaik. Kebijakan adalah rangkaian dan asas yang menjadi
garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan kepemimpinan,
dan cara bertindak (tentang organisasi, atau pemerintah); pernyataan cita-cita,
tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha
mencapai sasaran tertentu. Contoh: kebijakan kebudayaan, adalah rangkaian
konsep dan asas yang menjadi garis besar rencana atau aktifitas suatu negara untuk
mengembangkan kebudayaan bangsanya. Kebijakan Kependudukan, adalah konsep
dan garis besar rencana suatu pemerintah untuk mengatur atau mengawasi

pertumbuhan penduduk dan dinamika penduduk dalam negaranya.

Analisis kebijakan kesehatan awalnya adalah hasil pengembangan dari

analisis kebijakan publik. Akibat dari semakin majunya ilmu pengetahuan dan

1/15



kebutuhan akan analisis kebijakan dalam bidang kesehatan itulah akhirnya bidang

kajian analisis kebijakan kesehatan muncul.

Sebagai suatu bidang kajian ilmu yang baru, analisis kebijakan kesehatan

memiliki peran dan fungsi dalam pelaksanaannya. Peran dan fungsi itu adalah:

Adanya analisis kebijakan kesehatan akan memberikan

keputusan yang fokus pada masalah yang akan diselesaikan.

Analisis kebijakan kesehatan mampu menganalisis multi
disiplin ilmu. Satu disiplin kebijakan dan kedua disiplin
ilmu kesehatan. Pada peran ini analisis kebijakan kesehatan
menggabungkan keduanya yang kemudian menjadi sub

kajian baru dalam khazanah keilmuan.

Adanya analisis kebijakan kesehatan, pemerintah mampu
memberikan jenis tindakan kebijakan apakah yang tepat

untuk menyelesaikan suatu masalah.

Memberikan kepastian dengan memberikan
kebijakan/keputusan yang sesuai atas suatu masalah yang

awalnya tidak pasti.

Dan analisis kebijakan kesehatan juga menelaah fakta-fakta
yang muncul kemudian akibat dari produk kebijakan yang

telah diputuskan/diundangkan.

Masalah kebijakan, adalah nilai, kebutuhan atau kesempatan yang belum

terpenuhi, tetapi dapat diindentifikasikan dan dicapai melalui tindakan publik.

Tingkat kepelikan masalah tergantung pada nilai dan kebutuhan apa yang

dipandang paling penting. Menurut Dunn (1988) beberapa karakteristik masalah

pokok dari masalah kebijakan, adalah:

Interdepensi (saling tergantung), yaitu kebijakan suatu
bidang (energi) seringkali ~mempengaruhi  masalah
kebijakan lainnya (pelayanan kesehatan). Kondisi ini

menunjukkan adanya sistem masalah. Sistem masalah ini
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membutuhkan pendekatan Holistik, satu masalah dengan
yang lain tidak dapat di piahkan dan diukur sendirian.

. Subjektif, yaitu kondisi eksternal yang menimbulkan
masalah diindentifikasi, diklasifikasi dan dievaluasi secara
selektif. Contoh: Populasi udara secara objektif dapat
diukur (data). Data ini menimbulkan penafsiran yang
beragam (antara lain gangguan kesehatan, lingkungan, iklim,

dlIl). Muncul situasi problematis, bukan problem itu sendiri.

. Artifisial, yaitu pada saat diperlukan perubahan situasi
problematis, sehingga dapat menimbulkan masalah

kebijakan.

. Dinamis, yaitu masalah dan pemecahannya berada pada
suasana perubahan yang terus menerus. Pemecahan masalah
justru dapat memunculkan masalah baru, yang

membutuhkan pemecahan masalah lanjutan.

. Tidak terduga, yaitu masalah yang muncul di luar
jangkauan kebijakan dan sistem masalah kebijakan.

Masalah-masalah kebijakan merupakan kondisi yang obyektif yang
keberadaannya dapat diciptakan dengan menentukan fakta-fakta apa yang ada
dalam suatu kasus. Pandangan yang naif ketika ketika kita gagal untuk mengenali
fakta yang ada, bahkan diintepretasikan secara berbeda oleh para pelaku kebijakan.
Oleh karena itu, informasi yang sama, informasi sama yang relevan dengan
kebijakan dapat dan sering menghasilkan definisi-definisi dan penjelasan-
penjelasan tentang masalah yang saling berbenturan. Hal ini bukan karena “fakta-
fakta” tidak konsisten, melainkan karena para analisis kebijakan, pembuat
kebijakan, dan pelaku kebijakan mempunyai asumsi-asumsi serta kepentingan
yang sering bertentangan dan perubahan-perubahan sosial yang terjadi.(Dunn,
2000) Selanjutnya menurut Dunn (2000) masalah adalah barang abstrak yang

timbul dengan mentransformasikan pengalaman kedalam penilaian manusia.

Masalah-masalah kebijakan benar-benar merupakan keseluruhan dari

sistem masalah-masalah itu berarti bahwa isu-isu kebijakan pasti sama
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kompleksnya. Kompleksitas isu-isu kebijakan dilihat dengan mempertimbangkan
jenjang organisasi dimana isu-isu itu diformulasikan.(Dunn, 2000)

Dror dalam Wahab (2012) mendefinisikan analisis kebijakan sebagai:

”An approach and methodology for design and identification
ofpreceable alternatives in respect to complex policy issues” (suatu
pendekatan dan metodologi untuk mendesain dan menemukan
alternatif-alternatif yang dikehendaki berkenaan dengan sejumlah isu
yang kompleks)”.

Sedangkan Kent dalam Wahab (2012) mendefinisikan analisis kebijakan,

“That kind of systematic, analytical, scholarly, creative study whose
primary motivation is to produce well-supported recommendation for
action dealing with concrete problems” (sejenis studi yang sistematis,
berdisiplin, analitis, cerdas, dan kreatif yang dilakukan dengan
maksud untuk menghasilkan rekomendasi yang andal berupa

tindakan-tindakan dalam memecah masalah yang kongkret)”

Pengertian lain mengenai analisis kebijakan dikemukakan oleh Dunn (2000),
yang menyatakan bahwa secara umum analisis kebijakan dapat dikatakan sebagai
suatu aktivitas intelektual dan praktis yang ditujukan untuk menciptakan, secara
kritis menilai dan mengkomunikasikan pengetahuan tentang dan di dalam proses
kebijakan. Analisis kebijakan adalah awal, bukan akhir, dari upaya meperbaiki
proses pembuatan kebijakan. Selain itu analisis kebijakan dikemukakan oleh
Suharto (2010) yaitu sebagai usaha yang terencana dan sistematis dalam membuat
analisis atau asesmen akurat mengenai konsekuensi-konsekuensi kebijakan, baik

sebelum maupun sesudah kebijakan tersebut diimplementasikan.

Selanjutnya Suharto (2010) terdapat enam tahapan dalam analisis kebijakan

antara lain :
1. Mendefinisikan masalah kebijakan

Mendefinisikan masalah kebijakan pada intinya merujuk pada kegiatan untuk

mengeksplorasi berbagai isu-isu atau masalah sosial, dan kemudian menetapkan
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suatu masalah sosial yang akan menjadi fokus analisis kebijakan. Pemilihan
masalah sosial didasari beberapa pertimbangan, antara lain masalah tersebut
bersifat aktual, penting dan mendesak, relevan dengan kebutuhan, dan aspirasi
publik, berdampak luas dan positif, dan sesuai dengan visi dan agenda perubahan

sosial.
2. Mengumpulkan bukti masalah

Pernyataan masalah kebijakan harus didukung oleh bukti atau fakta yang relevan,
terbaru, akurat dan memadai. Pernyataan masalah tanpa bukti tidak akan
meyakinkan pihak-pihak yang akan menjadi target naskah kebijakan kita. Bukti
yang disertakan bisa berdasarkan hasil penelitian kita (data primer), khususnya
naskah kebijakan yang berbentuk policy study. Data bisa pula berasal data
sekunder, yakni hasil temuan orang lain yang dipublikasikan di buku, koran,
internet, dokumen pemerintah. Naskah kebijakan yang berbentuk policy brief dan

policy memo jarang menyertakan bukti berdasarkan hasil penelitian primer.
3. Mengkaji penyebab masalah

Para analisis dan pembuat kebijakan dapat mengidentifikasi penyebab atau faktor
yang memberi kontribusi terhadap masalah sosial. Mereka dapat mengembangkan
kebijakan publik untuk mengeliminasi atau mengurangi penyebab atau faktor
tersebut.

4. Mengevaluasi kebijakan yang ada

Mengevaluasi kebijakan atau produk yang ada pada saat ini dapat mengarah pada
perbaikan-perbaikan, namun demikian evaluasi juga sering menghasilkan

keputusan-keputusan untuk mengganti secara total model yang ada.
5. Mengembangkan alternatif atau opsi-opsi kebijakan

Mengembangkan solusi kebijakan publik untuk mengatasi  masalah
sosial juga perlu mempertimbangkan beberapa alternatif. Dua langkah utama akan
sangat bermanfaat bagi pengembangan alternatif kebijakan publik adalah
mengembangkan alternatif kebijakan untuk memecahkan  masalah sosial

adalah mengeliminasi atau mengurangi sebab-sebab atau faktor-faktor

penyumbang terhadap masalah dan menelisik kebijakan yang ada saat ini.
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6. Menyeleksi alternatif terbaik

Pada langkah ini telah terdapat alternatif kebijakan yang dianggap terbaik dan
merupakan penyeleksian awal dalam mengatasi masalah. Dua kriteria yang dapat
membantu menentukan alternatif yang paling baik adalah fisibilitas dan efektivitas.
Kebijakan yang terbaik harus memenuhi dua kriteria tersebut (memiliki nilai
tinggi), jika memungkinkan. Dan juga pada tahapan ini dilakukan pemantauan
terhadap dampak dan tujuan keadaan yang hendak dicapai dari suatu kebijakan

yang diusulkan.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa analisis kebijakan harus bersifat
empirik dalam arti penilaian yang dilakukan tidak boleh hanya bersifat spekulatif
hipotetif, melainkan mesti diuji atau dikeluarkan dengan data atau setidaknya hasil
penelitian yang pernah dilakukan. Selanjutnya, analisis itu dilakukan terhadap
alternatif yang tersedia, yang hasilnya nanti adalah pemilihan kita terhadap
alternatif yang paling tepat atau baik, maka kita harus bersikap tidak memihak atau
bias terhadap salah satu alternatif. Maksudnya, sebelum analisis dilakukan, kita
tidak menentukan atau memilih alternatif kebijakan mana yang dianggap baik.

Pendekatan Analisis Kebijakan

Dunn (2000) berpendapat di dalam menghasilkan informasi dan argumen-
argumen yang masuk akal mengenai analisis dalam suatu kebijakan, maka terdapat

tiga pendekatan analisis kebijakan, yaitu:
1. Pendekatan empiris

Pendekatan empiris ditekankan terutama pada penjelasan berbagai sebab dan
akibat dari suatu kebijakan publik tertentu. Disini pertanyaan utama bersifat faktual
(apakah sesuatu ada) dan macam informasi yang dihasilkan bersifat deskriptif.
Analis misalnya, dapat mendeskripsikan, menjelaskan, atau meramalkan

pengeluaran publik untuk kesehatan, pendidikan, atau jalan-jalan raya.
2. Pendekatan valuatif

Pendekatan valuatif terutama ditekankan pada rekomendasi serangkaian tindakan

yang akan datang yang dapat menyelesaikan masalah-masalah publik. Disini
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pertanyaannya berkenaan dengan nilai (berapa nilainya) dan tipe informasi yang
dihasilkan bersifat valuatif. Sebagai contoh, setelah memberikan informasi

deskriptif mengenai berbagai macam kebijakan perpajakan.
3. Pendekatan normatif

Pendekatan normatif ditekankan pada rekomendasi serangkaian tindakan yang
akan datang yang dapat menyelesaikan masalah- masalah publik. Dalam kasus ini,
pertanyaannya berkenaan dengan tindakan (apa yang harus dilakukan) dan tipe
informasi yang dihasilkan bersifat preskriptif.

2. Bentuk-bentuk Analisis Kebijakan

Dunn (2000) ada tiga bentuk atau model analisis kebijakan, yaitu model prospektif,

model retrospektif, dan model integratif sebagai berikut:
1. Model prospektif

Berupa produksi dan transformasi informasi sebelum aksi kebijakan dimulai dan
diimplementasikan cenderung menciri cara beroperasinya para ekonom, analis
sistem, dan peneliti operasi. Analis prospektif acapkali menimbulkan jurang
pemisah yang besar antara pemecahan masalah yang diunggulkan dan upaya-

upaya pemerintah untuk memecahkannya.

Analisis prospektif adalah suatu cara atau pendekatan untuk menganalisis beragam
kemungkinan yang terjadi di masa depan, berdasarkan situasi saat ini. Analisis
prospektif tidak sama dengan peramalan karena situasi saat ini tidak dapat
digunakan untuk meramal masa depan. La prospective berasal dari bahasa Perancis
yang bila diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi a preactive and proactive
approach atau bila diterjemahkan dalam satu kata yang sepadan adalah foresight
karena kata proactivity jarang digunakan (Godet 1999). Bila diterjemahkan ke
dalam bahasa Indonesia menjadi “tinjauan ke masa depan”. Pendekatan prospektif
menekankan pada proses-proses evolusi jangka panjang, sehingga dimensi waktu
menjadi salah satu unsurnya. Analisis prospektif ini adalah salah satu dari metode

dengan pendekatan sistem atau pendekatan holistis.

Tujuan analisis prospektif adalah
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(1) untuk mendefinisikan tujuan pembangunan jangka panjang dari sistem
yang dipelajari;

(2) untuk menentukan strategi yang akan diikuti agar sistem mencapai tujuan.
Strategi berupa rangkaian keputusan yang penting untuk mencapai tujuan
dan dugaan untuk memperkirakan interaksi yang mungkin sebagai akibat

dari setiap keputusan; dan

(3) untuk menerjemahkan strategi ke dalam perencanaan, tujuan umum, dan
strategi yang muncul dari analisis prospektif yang berguna untuk

menentukan prioritas dalam proses perencanaan (Treyer 2003).

Analisis prospektif dapat digunakan untuk mempersiapkan tindakan strategis dan
melihat apakah perubahan dibutuhkan di masa depan. Analisis prospektif
memberikan informasi mengenai faktor kunci yang berperan dalam sistem
berdasarkan kebutuhan stakeholders yang terlibat dalam sistem. Penentuan faktor
kunci dan tujuan strategis tersebut penting dan sepenuhnya merupakan pendapat
dari pihak yang berkompeten sebagai stakeholders. Pendapat tersebut diperoleh
melalui bantuan kuesioner dengan wawancara (indepth interview) di wilayah studi
(Trayer 2000).

Bourgeois (2004) menjelaskan tahapan analisis prospektif yaitu
(1) menentukan faktor kunci penentu untuk masa depan dari sistem yang di
kaji,
(2) menentukan tujuan dan kepentingan pelaku utama,
(3) menentukan pengaruh langsung antarfaktor dalam sistem,
(4) mendefinisikan dan mendeskripsikan evolusi kemungkinan masa depan,
(5) menentukan keadaan (state) suatu faktor,
(6) membangun skenario yang mungkin terjadi, dan

(7) merumuskan implikasi skenario.

8/15



2.

Model retrospektif

Penciptaan dan transformasi informasi sesudah aksi kebijakan dilakukan mencakup

berbagai tipe kegiatan yang dikembangkan oleh tiga kelompok analis:

3.

a. Analis yang berorientasi pada disiplin

Pada analis ini jarang menghasilkan informasi yang secara langsung
bermanfaat untuk merumuskan pemecahan atas masalah-masalah
kebijakan, terutama karena variabel-variabel yang paling relevan bagi
penguji-penguji teori ilmiah umum juga jarang dapat digunakan oleh
pembuat kebijakan untuk melakukan manipulasi kebijakan.

b. Analis yang berorientasi pada masalah

Para analis yang berorientasi pada masalah kurang menaruh perhatian pada
pengembangan dan pengujian teori-teori yang dianggap penting di dalam
disiplin ilmu sosial, tetapi lebih menaruh perhatian pada identifikasi
variabel-variabel yang dapat dimanipulasi oleh para pembuat kebijakan
untuk mengatasi masalah. Analis yang berorientasikan pada masalah
jarang menyajikan informasi mengenai tujuan dan sasaran kebijakan yang

spesifik dari para pembuat kebijakan.
C. Analis yang berorientasi pada aplikasi

Menerangkan sebab dan konsekuensi kebijakan-kebijakan dan program
publik, tetapi tidak menaruh perhatian terhadap pengembangan dan
pengujian teori-teori dasar. Melakukan identifikasi tujuan dan sasaran
kebijakan dari para pembuat kebijakan dan pelaku kebijakan. Informasi
mengenai tujuan- tujuan dan sasaran kebijakan memberi landasan bagi
pemantauan dan evaluasi hasil kebijakan yang spesifik, yang dapat
digunakan oleh praktisi untuk merumuskan masalah- masalah kebijakan,
mengembangkan alternatif kebijakan baru, dan merekomendasikan arah

tindakan untuk memecahkan masalah.

Model integrative

Model perpaduan antara kedua model di atas. Model ini kerap disebut sebagai

model komprehensif atau model holistik, karena analisis dilakukan terhadap
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konsekuensi-konsekuensi kebijakan yang mungkin timbul baik sebelum maupun
sesudah suatu kebijakan dioperasikan. Model analisis kebijakan ini biasanya

melibatkan teknik-teknik peramalan dan evaluasi secara terintegrasi.

Pendapat Anderson dalam Wahab (2012) menyatakan bahwa kebijakan itu
adalah langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau
sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan yang dihadapi.
Konsep kebijakan dari Carl Freidrich dalam Wahab (2012) bahwa kebijakan adalah
suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang,
kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu seraya mencari peluang-

peluang untuk mencapai tujuan sasaran yang diinginkan.

Pendapat yang dikemukakan oleh Friederich di atas akan semakin jelas
dipertegas lagi dengan pendapat Knoephel dan kawan-kawan dalam Wahab (2012)

dengan mengartikan

”Kebijakan sebagai serangkaian keputusan dan tindakan-tindakan
sebagai akibat dari interaksi terstruktur dan berulang di antara
berbagai aktor, baik publik/pemerintah maupun privat/swasta yang
terlibat berbagai cara dalam merespon, mengidentifikasikan, dan
memecahkan suatu masalah yang secara politis didefinisikan sebagai

masalah publik”.

Berdasarkan definisi di atas, kebijakan mengandung suatu unsur tindakan-
tindakan untuk mencapai tujuan. Umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh
seseorang, kelompok ataupun pemerintah. Kebijakan tentu mempunyai hambatan-
hambatan pada pelaksanaannya tetapi harus mencari peluang- peluang untuk
mewujudkan tujuan yang diinginkan. Dari beberapa pengertian tentang kebijakan
yang telah dikemukakan oleh para ahli tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan
bahwa pada hakekatnya studi tentang policy (kebijakan) menyangkut tentang
masalah yang dihadapi lembaga-lembaga yang mengambil keputusan yang
menyangkut isi, cara atau prosedur yang ditentukan, strategi, waktu keputusan itu

diambil dan dilaksanakan.
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Sedangkan pemahaman mengenai kebijakan publik sendiri masih terjadi
adanya silang pendapat dari para ahli. Namun dari beberapa pendapat mengenai
kebijakan publik terdapat beberapa persamaan, diantaranya yang disampaikan oleh
Dye dalam Subarsono (2012) yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai “is
what ever government chose to do or not to do” (apapun yang dipilih oleh
pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Apabila pemerintah memilih
untuk melakukan sesuatu, maka harus ada tujuannya (obyektifnya) dan kebijakan
negara itu harus meliputi semua “tindakan” pemerintah, jadi bukan semata-mata
merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja.
Disamping itu, “sesuatu yang tidak dilaksanakan” oleh pemerintah pun termasuk
kebijakan negara. Hal ini disebabkan karena “sesuatu yang tidak dilakukan” oleh
pemerintah akan mempunyai pengaruh (dampak) yang sama besarnya dengan

sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah.

Jenskins dalam Wahab (2012) merumuskan definisi mengenai kebijakan

publik yaitu

”A set of interrelated decisions taken by a political actor or group of actors
concerning the selection of goals and the means of achieving them within a
specified situation where these decisions should, in principle, be within the
power of these actors to achieve” (serangkaian keputusan yang saling
berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor,
berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk
mencapainya dalam situasi keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih

berada dalam batas- batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut).

Dalam hubungan ini dapat dinyatakan bahwa kebijakan publik adalah
serentetan instruksi/perintah dari para pembuat kebijakan yang menjelaskan tujuan-
tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Pandangan mengenai
kebijakan publik tersebut, dapat dikatakan bahwa kebijakan merupakan
serangkaian tindakan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak
dilaksanakan oleh pemerintah yang memiliki tujuan dan berorientasi pada tujuan
yang telah ditentukan untuk kepentingan seluruh rakyat.

Wahab (2012), mengemukakan bahwa ciri-ciri kebijakan publik adalah:
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1. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang sengaja dilakukan dan
mengarah pada tujuan tertentu, daripada sekedar sebagai bentuk perilaku
atau tindakan menyimpang yang serba acak, asal-asalan, dan serba
kebetulan. Kebijakan-kebijakan publik, semisal kebijakan pembangunan
atau kebijakan sosial dalam sistem politik modern, bukan merupakan
tindakan yang serba kebetulan, melainkan tindakan yang direncanakan.

2. Kebijakan pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling
terkait dan berpola, mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh
pejabat-pejabat pemerintah, dan bukan keputusan- keputusan yang berdiri

sendiri.

3. Kebijakan itu ialah apa yang nyatanya dilakukan pemerintah dalam
bidang-bidang tertentu.

4. Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif. Dalam
bentuknya yang positif, kebijakan publik mungkin akan mencakup
beberapa bentuk tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk
mempengaruhi penyelesaian atas masalah tertentu. Sementara dalam
bentuk negatif, ia kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat
pemerintah untuk tidak bertindak, atau tidak melakukan tindakan apa pun
dalam masalah- masalah di mana campur tangan pemerintah itu

sebenarnya sangat diperlukan.

Oleh karenanya dalam terminologi ini, kebijakan publik yang dilakukan
oleh pemerintah untuk mengatasi persoalan-persoalan riil yang muncul ditengah-
tengah masyarakat untuk dicarikan jalan keluar baik melalui peraturan perundang-
undangan, peraturan pemerintah, keputusan pejabat birokrasi dan keputusan
lainnya termasuk peraturan daerah, keputusan pejabat politik dan sebagainya. Dari
berbagai pendapat para pakar tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan
publik adalah suatu pilihan tindakan pemerintah, biasanya bersifat mengatur, baik
dilakukan sendiri oleh pemerintah atau melibatkan masyarakat, yang dilakukan
dalam rangka merespon permasalahan yang dihadapi masyarakat untuk mencapai

tujuan tertentu.
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C. Latihan
1. Jelaskan Pendekatan Analisis Kebijakan menurut Dunn

2. Jelaskan bentuk/model Analisis Kebijakan

D. Kunci Jawaban

1. Dunn (2000) berpendapat di dalam menghasilkan informasi dan argumen-
argumen yang masuk akal mengenai analisis dalam suatu kebijakan, maka terdapat

tiga pendekatan analisis kebijakan, yaitu:
1. Pendekatan empiris

Pendekatan empiris ditekankan terutama pada penjelasan berbagai
sebab dan akibat dari suatu kebijakan publik tertentu. Disini pertanyaan
utama bersifat faktual (apakah sesuatu ada) dan macam informasi yang
dihasilkan bersifat deskriptif. Analis misalnya, dapat mendeskripsikan,
menjelaskan, atau meramalkan pengeluaran publik untuk kesehatan,

pendidikan, atau jalan-jalan raya.
2. Pendekatan valuatif

Pendekatan valuatif terutama ditekankan pada rekomendasi serangkaian
tindakan yang akan datang yang dapat menyelesaikan masalah-masalah
publik. Disini pertanyaannya berkenaan dengan nilai (berapa nilainya)
dan tipe informasi yang dihasilkan bersifat valuatif. Sebagai contoh,
setelah memberikan informasi deskriptif mengenai berbagai macam
kebijakan perpajakan.

3. Pendekatan normatif

Pendekatan normatif ditekankan pada rekomendasi serangkaian
tindakan yang akan datang yang dapat menyelesaikan masalah- masalah
publik. Dalam kasus ini, pertanyaannya berkenaan dengan tindakan

(apa yang harus dilakukan) dan tipe informasi yang dihasilkan bersifat

preskriptif.
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2. Bentuk-bentuk Analisis Kebijakan

Dunn (2000) ada tiga bentuk atau model analisis kebijakan, yaitu model prospektif,
model retrospektif, dan model integratif sebagai berikut:

1. Model prospektif
2. Model retrospektif
3. Model integrative
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